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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah, melalui Bappeda dan 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, telah berupaya mengidentifikasi, 

merencanakan, dan mengelola RTH sesuai dengan rencana tata ruang. 

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti 

keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, konflik administratif, serta kendala 

teknis terkait dokumen kepemilikan.  

Selain itu, tingginya kebutuhan lahan untuk pembangunan ekonomi 

semakin memperumit pencapaian target luas RTH. Di Kota Yogyakarta, 

pencapaian ini masih jauh dari harapan. Dengan luas wilayah 3.281,91 

hektar, Kota Yogyakarta menghadapi keterbatasan lahan yang signifikan 

dalam memenuhi target luas RTH Publik (RTHP) sebesar 20% dari total 

wilayah, yaitu sekitar 6.560.000 m². Terbatasnya lahan yang tersedia untuk 

RTH, ditambah dengan harga tanah yang tinggi dan pesatnya pembangunan, 

menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Untuk mengatasi 

hambatan tersebut, pemerintah mengembangkan solusi inovatif seperti 

taman vertikal, lorong hijau, dan kolaborasi dengan masyarakat serta sektor 

swasta. Keberhasilan program ini dapat diukur dari peningkatan luas dan 

aksesibilitas ruang hijau serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan 
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hidup. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan sinergis 

untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta. 

B. Saran  

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan pengadaan 

RTH, termasuk memberikan insentif bagi pemilik lahan. Edukasi dan 

sosialisasi manfaat RTH harus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi 

masyarakat. Pemanfaatan konsep vertikal dan multifungsi, seperti taman 

vertikal dan kebun atap, dapat menjadi solusi atas keterbatasan lahan. Selain 

itu, kerja sama dengan pihak swasta melalui CSR atau kemitraan strategis 

dapat membantu pendanaan dan pelaksanaan program. Peningkatan 

kapasitas teknis dan administratif Bappeda serta Dinas Pertanahan juga 

diperlukan untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan dan dokumen 

kepemilikan. Dengan langkah-langkah ini, pengadaan RTH di Kota 

Yogyakarta diharapkan lebih efektif, bermanfaat bagi masyarakat, dan 

mendukung pelestarian lingkungan. 
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